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Keberadaan negara dalam kehidupan manusia adalah mutlak adanya. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari negara, karena melalui negaralah kesejahteraan hidup manusia dapat terwujud. Permasalahannya negara yang seperti apa yang dapat mewujudkan kesejahteraan hidup manusia?
Salah satu indikator dari suatu negara yang mampu mensejahterahkan hidup manusia adalah memiliki kedaulatan. Kedaulatan mutlak harus ada dalam sebuah komunitas negara merdeka. Hal tersebut dikarenakan (1) kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara tersebut; (2) kedaulatan merupakan kekuasaan penuh untuk mengatur seluruh wilayah negara tanpa campur tangan dari pihak lain; (3) kedaulatan menjadikan suatu pemerintahan memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya; (4) kedaulatan menjadikan negara mampu menyelenggarakan kehidupan bernegara sesuai dengan tujuan negara yangbersangkutan; (5) kedaulatan menjadikan negara memiliki kemandirian dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara; dan (6) kedaulatan menjadikan negara mampu mewujudkan tujuan negara dengan cepat.
Istilah kedaulatan untuk pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin (1530-1596), yang hidup dalam masa permulaan pertumbuhan negara-negara nasional dan ia melihat dimana-mana kekuasaan sentral dari negara makin lama makin tegas menampakan diri dalam bentuk kekuasaan raja yang tertinggi atau kekuasaan ”supreme” dari keadan yang dikonstatirnya ini, ia menarik kesimpulan bahwa inti dari “statehood” adalah kekuasaan pemerintahan yang merupakan “ summa potesta” atau “ majestas” yakni kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi ini dinamakan ”soverainite” (souvereignty dalam bahasa Inggris). 
Secara etimologis kedaulatan berasal dari bahasa Arab, daulat yang bearti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Selain itu dari bahasa Latin yakni, Supremus yang artinya tertinggi. Kemudian kata tersebut disamakan artinya dengan Sovranita (Bahasa Italia) atau Souvereignty (Bahasa Inggris). Jadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain.
Konsep kedaulatan memiliki beberapa makna; (1) suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri; (2) suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri; (3) suatu kekuasaan, kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara tanpa dipengaruhi dengan negara atau pihak lain; (4) supreme authority within a territory.
[bookmark: _GoBack]Berdasarkan hal tersebut, negara yang berkedaulatan adalah ketika mampu menyelenggarakan kehidupan bernegaranya, mewujudkan tujuan negaranya dengan dukungan kekuasaan, kebebasan, kemerdekaan, kendali penuh, dan kemandirian tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Karena kemampuan ini adalah hak, hak eksklusif, bukan lagi pilihan atau kesempatan, apalagi pemaksaan.
Permasalahannya, kedaulatan dalam suatu negara bukanlah sesuatu yang “given”. Kedaulatan menuntut adanya perjuangan, kerja keras, kekuatan, dana, kecerdasan dan keterampilan yang unggul agar supreme authority bisa terwujud.
Oleh karena itu, menjadi negara merdeka adalah sebuah perwujudan dari kedaulatan, demikian halnya ketika mengisi kemerdekaan.
Suatu negara yang merdeka dengan perjuangan (perang) adalah idola. Karena hal itu menunjukkan bukti adanya kepemilikan kedaulatan pada negara yang bersangkutan. Indonesia adalah salah satu dari negara idola tersebut. 
Fenomena kebalikannya banyak ditemukan dalam kehidupan bernegara di dunia ini, yaitu suatu negara yang merdeka tanpa perjuangan. Demikian halnya dalam konteks lain yang berbeda, seperti memperoleh jabatan tanpa kedaulatan. 
Perjuangan yang paling berat untuk mendapatkan kedaulatan adalah tatkala mengisi kemerdekaan. Karena, sering tanpa disadari, negara, demikian juga warga negara, bertindak yang menjadikan kedaulatan negara tersebut terjual/terbeli. Kondisi ini didukung oleh perilaku pihak lain yang juga ingin membeli kedaulatan yang dimiliki negara tersebut, demi mendapatkan material.
Perjuangan mewujudkan kedaulatan untuk mewujudkan sebuah negara merdeka relatif lebih mudah, dibandingkan dengan mewujudkan kedaulatan pada masa pascakemerdekaan.
Sebagai sebuah negara merdeka, negara melakukan berbagai kegiatan (pembangunan) untuk mewujudkan tujuan dari kemerdekaan negara tersebut. Permasalahannya, sebagai suatu negara yang baru merdeka memiliki banyak keterbatasan untuk melaksanakan pembangunan. Disisi lain, tuntutan warga negara untuk segera mendapatkan kesejahteraan sangat tinggi. Dilema inilah yang sering menjerumuskan para penyelenggara negara menjual kedaulatannya.
Pembangunan membutuhkan modal, peralatan, sumberdaya manusia yang berkarakter, cerdas, terampil dan berkualitas, serta sistem/manajerial yang handal. Sedangkan negara hanya memiliki sumber daya (manusia dan alam). Kondisi seperti ini, menuntut adanya sistem penyelenggaraan negara yang mampu menjaga kedaulatan tersebut, serta pemimpin (penyelenggara) negara yang memiliki komitmen untuk selalu menjaga kedaulatan dan selalu berupaya mewujudkan kesejahteraan warga negara.
Keterbatasan yang dimiliki negara dalam mengelola sumberdaya yang ada, sering disikapi berbeda oleh negara. Ada yang berkomitmen tegas, mengelola sumber daya, melaksanakan pembangunan, hanya dengan kemampuan yang dimiliki sendiri. Sehingga kedaulatan menjadi terjaga. Konsekuensinya, adanya pelambatan baik kualitas maupun kuantitas dalam perwujudan tujuan negara, yaitu mensejahterahkan warga negara. Konsekuensi lanjutannya bisa menimbulkan kekacuan sosial dan politik, perebutan kekuasaan dan akhirnya menjadikan kesejahteraan warga negara menjadi bertambah jauh.
Disisi lain, ada negara yang mengambil strategi kebalikannya dalam mengelola sumber daya, melaksanakan pembangunan. Mereka bekerjasama dengan negara atau pihak lain dalam mengatasi keterbatasan yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan. Semuanya dikendalikan oleh pihak asing, negara hanya mendapatkan sebagian kecil keuntungan dari kerjasama ini.  Negara diikat dengan perjanjian yang tidak seimbang, sumberdaya yang dimiliki negara (alam dan manusianya) diekploitisir sebanyak-sebanyaknya demi mendapatkan keuntungan pemodal sebanyak-banyaknya, mengebaikan keberlangsungan dan keberlanjutan hidup sumber daya yang dimiliki negara.
  Fenomena ini menjadikan kedaulatan negara menjadi berkurang atau bahkan hilang, dikuasai oleh para pemilik modal, baik individu maupun komunitas, dengan label kerjasama, bantuan, sumbangan, peran serta, pelibatan dan sebagainya. Kemerdekaan dan kebebasan menjadi berkurang, sistem bahkan tujuan bernegarapun menjadi tergeser mengikuti mereka. 
Pola yang dikembangkan dalam strategi ini biasanya diikuti dengan penetrasi pendidikan, kebudayaan dan gaya hidup pada warga negara. Sehingga, membuat warga negara menjadi bersikap berterima terhadap keberadaan mereka serta sistem yang dikembangkannya. Bahkan menirunya dengan penuh kebanggaan.
Permasalahannya, ternyata tidak sedikit warga negara yang senang dan menyetujui strategi ini. Karena kesejehteraan hidupnya dapat meningkat dengan pesat, walau tanpa disadari dia telah menjual kedaulatannya.
Strategi berikutnya adalah mensinergikan keduanya. Mewujudkan tujuan negara, melaksanakan pembangunan, dengan bersandar pada kemampuan sendiri dipadukan dengan pinjaman pihak lain. Permasalahannya, pihak asing banyak yang tidak mau dengan pola ini, mereka selalu menghendaki dengan strategi yang kedua diatas. 
Biasanya terjadi bargaining power untuk mendapatkan win-win solution dari kondisi tersebut. Namun demikian, tidak sedikit win win solution yang diambil ternyata untuk kepentingan individu tertentu, bukan kepentingan negara. 
Posisi Indonesia, sepertinya pernah mengalami semuanya. Jamannya Orde lama dengan strategi yang pertama, orde baru dengan strategi yang kedua, demikian halnya dengan masa di awal reformaswi, dan reformasi sekarang ini dengan strategi yang ketiga, tetapi banyak condong ke yang kedua.
Saat ini, warisan sistem dan implikasi dari strategi yang kedua sangat membebani dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Begitu beratnya beban tersebut menjadikan sangat sulit untuk bergeser ke sebelah.
Walaupun demikian, tentu saja harus ada kehendak dan tindakan untuk melangkah agar kedaulatan negara tetap terjaga.
Langkah-langkah strategis dan fungsional harus dirumuskan untuk menjadikan negara memiliki kedaulatan, tanpa mengakibatkan terjadinya ke-stagnan-an perkembangan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah pengembangan, penyusunan sistem penyelenggaraan negara, khususnya dalam pembangunan nasional. Agar ada kedaulatan dalam pembangunan nasional.
Demikian bahan diskusi ini disajikan, sebagai umpan untuk melakukan focus group discussion yang diselenggarakan oleh UPT Lapasila dan lembaga pengkajian MPR.

Malang, 3 Mei 2016





